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Abstrak

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya karena anak merupakan genersi penerus bangsa di masa yang akan datang dan mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran penting yang diemban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana belum berjalan secara maksimal, dan bahkan ada beberapa kasus anak yang gagal mencapai kesepakatan diversi. Pemahaman tentang diversi, dan kurangnya kepercayaan masyarakat tentang aturan pelaksanaan diversi.
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Abstract
[bookmark: _GoBack]Children are the mandate of God Almighty in whose dignity and dignity they deserve to be upheld as full human beings because children are the future geners of the nation and have a very important role to lead and advance the nation. The important role that is carried out by children is what makes parents, society and even the government must guarantee the lives of children. In this case the State has an obligation to guarantee the right of every child to their survival, to grow and develop and the right to protection from violence and discrimination. The implementation of diversion by investigators against children as perpetrators of crimes has not run optimally, and there have even been several cases of children who failed to reach diversion agreements. An understanding of diversion, and a lack of public confidence in the rules for implementing diversion. 
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PENDAHULUAN
Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya karena anak merupakan genersi penerus bangsa di masa yang akan datang dan mempunyai  peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran penting yang diemban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi.
Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara karena masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhannya. Di masa-masa inilah anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Sebagai contoh diwilayah hukum sampang pernah terjadi kasus membawa lari seorang anak gadis yang masih dibawah umur sampai beberapa hari dan setelah kembali ke Sampang dilakukan pelaporan oleh orang tua korban ke pihak berwajib dan harus di usut dan dihukum. .
Sesuai dengan  ketentuan  Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalammelaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak[footnoteRef:1]. Semua aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. [1: Wagiati Soetedjo, HukumPidanaAnak, (Bandung:RefikaAditama, 2011), hlm. 3] 

Saat ini, permasalahan hukum yang timbul adalah maraknya anak yang melakukan tindak pidana. Laporan Steven Allen[footnoteRef:2]menyatakan lebih dari 4000 anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatanringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif, yang dilaksanakan dengan cara diversi. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. [2: Steven Allen, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvinile Justice System) di Indonesoa, (UNICEF, 2003), hlm.1] 

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan norrmal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebenarnya belum berjalan secara efektif dalam memberikan perlindungan terhadap anak sehingga diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Dimana UU No. 35 Tahun 2014 ini lebih mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak tertutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah kongkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang subjektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut maka dibutuhkan informasi yang akurat serta data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan - peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
Metode pendekatan penelitian yang digunkanan dalam mengkaji pemasalahan ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengindentifikasi dan mengkonsepkan hokum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini menekankan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik di Kantor Polres Kabupaten Sampang dalam menangani kasus diversi terhadap anak serta upaya untuk menanggulangi kendala tersebut.
PEMBAHASAN
Dalam UU Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan terhadap anak. Pertama, perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Kedua, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana khusus. Keempat, penjatuhansanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Kelima, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keuarga. Keenam, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan  untuk menghindarilabelisasi[footnoteRef:3]. [3: Marlina, PeradilanPidanaAnakdiIndonesia:PengembanganKonsepDiversidan RestorativeJustice.(Bandung:RefikaAditama, 2009), hlm. 11.] 

Substansi yang diatur dalam Pasal 64 UU No.. 23 Tahun 2002 tentang bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restorative baik bagi anak maupun bagi anak sebagaiKorban.
Perubahan perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversi pada saat ini. Hal tersebut mengambarkan terjadinya perubahan kebijakan peradilan pidana yang ditujukan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Dengan penerapan konsepdiversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses kePolisi[footnoteRef:4] [4: Ibid,hal.162] 

Solusi dalam penanganan perkara tindak pidana anak yaitu pendekatan restorative juctice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihkan (diversi). Langkah pengalihan ini dibuat untukmenghindarkan anak dari tindakan selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi[footnoteRef:5]. [5: WagiatiSoetedjo,op.cit.,hal135] 

Pelaksanaan diversi harus melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas[footnoteRef:6] : [6: Undang Undang No.. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13] 

1. Memelihara Keamanan dan KetertibanMasyarakat.
2. MenegakkanHukum
3. MemberikanPerlindungan,PengayomandanPelayananMasyarakat.
Oleh karena itu Penyidik, khususnya Penyidik di Polres Sampang, dituntut mampu melakukan tindakan diversi dalam menanganiperkara tindak pidana anak.
Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam melaksanakan diversi terhadap tindak pidana oleh anak, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut.Namun yang terjadi selama ini adalah pelaksanaan diversi oleh pihak penyidik yang kurang efektif dikarenakan, masih kurangnya pemahaman pihak penyidik tentang penyelesaian perkara anak khususnya penerapan diversi, sehingga tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restorative dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalanya proses diversi. Banyak pihak yang belum memahami prinsip dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upayaterakhir.Selain itu, Undang-Undang tentang Pengadilan Anak saat ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi implementasi ide diversi. Namun demikian sebenarnya jika melihat pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KeputusanPresiden tentang Pengesahan Hak-Hak Anak, terdapat ketentuan yang mengarah dan menghendaki implementasi diversi. Patut disayangkan karena penegak hukum cenderung melalaikan  hal tersebut serta masih terhalang adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelakuanak.[footnoteRef:7] [7: Ferly,DiversiDalamSistemPeradilanAnakdi Indonesia,    ,
https://ferli1982.wordpress.cOM/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesiadiaksestangga10mei 2019 pukul2.00] 

Anak-anak selama dalam proses pemeriksaan (mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan) merasa kurang dihargai, perlakuan-perlakuan para petugas cenderung membekaskan citra negatif dalam benak mereka (stigmatisasi). Perlakuan petugas yang demikian itu, salah satu sebabnya karena anak-anak itu merasa ditangani oleh petugas hukum yang kurang memahami masalah mereka sebagai anak. Persayaratan adanya profesionalisme penegak hukum di bidang anak tidak dipenuhi. Persyaratan formal lebih dikedepankan daripada persyaratan substansial dalam penunjukan penegak hukum khususanak.[footnoteRef:8] [8: Achmad Ratomi.http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-revisi-Achmad-Ratomi.pdf.di akses tanggal 10 mei 2019 pukul 19.00] 

Legitimasi mereka sebagai penegak hukum di bidang anak hanya semata-mata didasarkan atas Surat Penunjukan sebagai Polisi khusus Anak, Jaksa Khusus Anak, Hakim Khusus Anak, dan bukannya persyaratan substansial seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.mor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UUPA)yang telah diganti dengan Undang-Undang No.mor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Padahal melalui UUPA diharapkan petugas yang bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, dan hakim benar-benar menguasai dan memahami masalah anak, sehingga dalam proses penanganannya tidak menimbulkan gangguan baik secara fisik maupun mental terhadap masa depan anak
Ada beberapa tindak pidana yang sangat mungkin untuk diupayakan diversi seperti pencurian ringan contoh kasus pencurian ayam, namun karena kurangnya kemampuan penyidik untuk menyakinkan kepada korban tentang dampak diversi bagi anak, serta ada beberapa pelaksanaan diversi yang tidak mendapatkan pendampingan dari Pembimbing Pemasyarakatan.
Kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Sampang.
a) Kurangnya koordinasi antara instansi yang melakukan diversi di tingkat penyidikan.
b) Pemahaman tentang pengertian diversi.
c) Kurangnya Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi.
Meskipun telah diatur dalam UU, ide diversi masih terhalang oleh adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi oleh anak tersebut. Diversi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau lainnya yang menjadi pertimbangan aparat. Aparat juga takut dipersalahkan jika dikemudian hari anak mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversi aparat yang akan merugikan kepentingan pihaktertentu.

PENUTUP
Setelah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan UU No 11 Tahun 2012, maka penulis mencoba memberikan sebagai bahan evaluasi, yaitu: dibutuhkan upaya peningkatkan kualitas dan profesionalisme serta memberikan pelatihan khusus kepada penyidik anak di Polres Sampang dan Polsek dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama dalam proses diversi, yang dimana diversi merupakan suatu hal yang baru dalam sistem peradilan pidana anak.
Pemerintah harus memaksimalkan fungsi-fungsi lembaga-lembaga sosial yang berhubungan dengan pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan juga memperkuat posisi dan menambah jumlah personil Pembimbing Pemasyarakatan di BAPAS yang memiliki cakupan wilayah kerja yang cukup banyak dan jarak yangberjauhan.
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